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Mengingat

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPAT]I KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa  untuk tertib administrasi, pembinaan dan
pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu
pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang — Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20211 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah  beberapa  kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3258); sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan
Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dan Bentuk-Bentuk Khusus Pengamanan Swakarsa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 74);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

12.

13.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 5
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan , Pelantikan dan
Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian Dan
Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ,
Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
166);



Menetapkan

14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 239); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10
Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 271);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP
adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan
penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.



10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari
bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna
menemukan tersangkanya.

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan
keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah
pengawasan pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan
keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

13. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman
sebagai tindak pidana atau pelanggar hukum baik yang disebut
didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun
peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan
Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten.

15.Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Sekretariat PPNS adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi,
administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana Struktur Organisasi
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.

16. Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan
penyidikan untuk menjamin Kketertiban, keseragaman dan
kelancaran penyidikan.

17. Seseorang adalah orang perseorangan.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan/atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi,
Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak
selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan
oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS
perangkat daerah lainnya.

(4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
oleh kepala Satpol PP.

(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan
hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi

dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 3

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan,
pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

PPNS berwenang:

a. PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang
menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik
Polri.

b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana;

melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka;

melakukan penggeledahan dan penyitaan;

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam

hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

mengadakan penghentian penyidikan; dan

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

bertanggung jawab.
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Pasal 5

(1) PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Kepala Satpol PP.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) PPNS dalam melakukan tugas penyidikan berhak mendapat uang
insentif.

(2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan
kondisi dan kemampuan keuangan daerah.



Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban :

a. melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan
bahan keterangan;

b. melakukan penyidikan, menerima laporan mengenai terjadinya
pelanggaran atas peraturan daerah;

c. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui
Koordinator Pengawasan Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang
sama,

d. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :

. pemeriksaan tersangka;

. penangkapan;

. penahanan;

. penggeledahan;

. pemasukan rumah orang;

. penyitaan benda;

. pemeriksaan surat;

. pemeriksaan saksi; dan

. pemeriksaan di tempat kejadian.

e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati atau pejabat

yang ditunjuk melalui pimpinan unit kerja masing-masing.
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BAB IV
TATA KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PPNS

BAGIAN KESATU
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya didalam pelaksanaan
tugasnya :
a. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya
serta instansi terkait;
b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
d. Mentaati dan menjalankan perintah atasan.
(2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib;
a. Menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah;
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
c. Bersikap independen dalam melaksanakan Penyidikan.

Pasal 10

(1) Didalam melaksanakan tugas PPNS berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Didalam melaksanakan tugas PPNS dibawah koordinasi dan
pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Korwas PPNS).

BAGIAN KEDUA
PELAKSANAAN TUGAS PPNS

Pasal 11
(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan

perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggungjawab.



(2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan prinsip-prinsip :
a. Integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur
jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;
b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan
keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya,
c. Objektifitas yaitu menjujung tinggi ketidak berpihakan dalam
melaksanakan tugasnya; dan
d.Independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau
kepentingan pihak manapun.
(3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode
etik.

BAB IV
SEKRETARIAT PPNS

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 4 perlu dibentuk suatu wadah untuk
keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan perangkat
daerah lainnya.

(2) Suatu wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas,
perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

(3) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tersebut di atas, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 13

(1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas :

a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada
kegiatan penyelidikan, operasional penyidikan penegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
serta Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

b. melakukan pendataan PPNS;

c. menyusun pedoman  operasional penyelidikan, teknis
penyelidikan dan administrasi penyelidikan bagi PPNS;

d. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam
menyusun Peraturan Daerah terkait dengan penyidikan tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
Keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan
PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan,
dan kepadatan penduduk;

f. melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya;

g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan

h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala
kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :

a. Perencanaan :

1) menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan
perundang-undangan;



2) menyusun bahan kebijakan penegakan peraturan
perundang-undangan;

3) menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS
di Daerah;

4) menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan
perundang-undangan;

5) menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan
perundang-undangan;

6) menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan
pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan

7) menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana
ringan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.

. Pengorganisasian :

1) mengoordinasikan penegakan  peraturan perundang-
undangan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kejaksaan Republik Indonesia, Pengadilan, PPNS dan
Aparatur Pemerintah lainnya;

2) mengakomodir pengaduan masyarakat terkait pelanggran
peraturan perundang-undangan di Daerah; dan

3) mengendalikan penyidikan pelanggaran peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan :

1) memberikan bantuan penyidikan atas tindakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan;

2) memberikan  bantuan/dukungan  pelaksanaan  tugas
penyidikan;

3) peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS di
Daerah;

4) memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Bupati
terkait dengan proses penyidikan oleh PPNS di Daerah,;

5) memfasilitasi operasional penegakan peraturan perundang-
undangan di Daerah;

6) memfasilitasi penyelesaian administrasi penyidikan sampai
proses persidangan.

. Pengawasan :

1) melakukan pengawasan proses penyidikan; dan

2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan
perundang-undangan di Daerah.

Evaluasi :

1) memberikan laporan kepada Bupati; dan

2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan
peraturan perundang-undangan di Daerah.

(3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang :

menugaskan PPNS dalam proses penyidikan;

menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;

menyelenggarakan gelar perkara;

menyelengarakan kerjasama dengan pihak terkait guna

kelancaran penyidikan;

melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian

PPNS di Daerah,;

f. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di
Daerah; dan

g. melakukan pengendalian tugas PPNS di Daerah.
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BAB V
POLA KERJA

Pasal 14

(1) Sekretariat PPNS menerima laporan masyarakat melalui kontak
pengaduan, Surat Elektronik atas pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati.

(2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dilakukan penyortiran atas laporan tersebut, mana yang
menjadi kewenangan Sekretariat PPNS dan layak untuk diteruskan
ke proses Penyelidikan dan Penyidikan.

(3) Laporan yang dipandang layak untuk ditindaklanjuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) oleh ketua disampaikan kepada pembina
beserta dengan rencana proses penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Berdasarkan arahan dan/atau petunjuk dari pembina maka ketua
memerintahkan Kepada PPNS yang mengawal Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan keputusan Bupati untuk melakukan
Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 15

(1) Sekretariat PPNS melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan
keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pengkajian yang mendalam oleh Sekretariat PPNS
terhadap pelanggaran mana saja yang layak untuk ditindaklanjuti
ke tahap penyelidikan dan Penyidikan.

(3) Hasil kajian oleh pihak PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
oleh ketua disampaikan kepada Pembina beserta dengan rencana
proses Penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Berdasarkan arahan dan / atau petunjuk dari Pembina maka ketua
memerintahkan PPNS yang mengawal Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan.

BAB VI
PELAKSANAAN OPERASIONAL

Pasal 16

(1) Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-
undangan dan peraturan daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh
Sekretariat PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati Peraturan
Perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab.

(3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada prinsip :

a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur
jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;

b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman
dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan
tugasnya,

c. obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidak-berpihakan dalam
mlaksanakan tugasnya; dan

d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau
kepentingan pihak manapun.



(4) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan
kode etik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan
Bupati.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA PPNS

Pasal 17

(1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan
tugasnya :
a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya
dan Instansi terkait;
b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku;
dan
d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
(2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
b. menjunjung tinggi HAM;
c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB VIII
KODE ETIK PPNS

Pasal 18

Kode Etik PPNS Daerah meliputi;

a. mengutamakan kepentingan Negara, dan Masyarakat dari pada

kepentingan pribadi atau golongan;

menjunjung tinggi HAM;

mendahulukan kewajiban dari pada hak;

memperlakukan semua orang sama dimuka hukum,;

bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;

tidak mempublikasikan antara cara teknik dan teknik penyidikan;

mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam

penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di

masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM,;

k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah
kedinasan harus dirahasiakan;

. menghormati dan berkerjasama dengan semua pejabat terkait
dalam sistem peradilan pidana; dan

m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang
perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada
semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud,
sehinga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

SR SO QO T
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BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 19

(1) Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik
yang bersifat Ad Hoc.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1)
berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 20

(1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19
mempunyai tugas dan wewenang :
a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
b. memeriksa pelanggaran PPNS;
c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
d. memberikan Rekomendasi kepada Bupati.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

(1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan
terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.

(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Rekomendasi hasil
pemeriksaan.

BAB X
PENGADUAN

Pasal 22

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh
PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat dan
Tim Kehormatan Kode Etik.

(2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat
dipertanggung-jawabkan.

(3) Pengadu harus mencantumkan Identitas yang jelas dan lengkap.

BAB XI
SANKSI

Pasal 23
PPNS yang didalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik

dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan,
setelah mempertimbangakn Rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.



BAB XII
PAKAIJAN DAN ATRIBUT

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dilengkapi pakaian atribut PPNS.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi
sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 25

(1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
a. pakaian dinas PPNS pria; dan
b. pakaian dinas PPNS wanita.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
spesifikasi :

a. warna : kemeja putih dan celana Panjang/rok hitam; dan
b. jenis bahan : Driil atau 100% cotton.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a. pakaian dinas PPNS pria meliputi :

1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup
kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana Panjang hitam dan
sepatu hitam; dan

2. kemeja putij lengan panjang, berdasi merah, celana
panjanghitam dan sepatu hitam.

b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi :

1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup
kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana Panjang hitam dan
sepatu hitam; dan

2. kemeja putij lengan panjang, berdasi merah, celana
panjanghitam dan sepatu hitam.

(4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil
menyesuaikan.

(5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1
dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat
pemeriksaan.

(6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2
dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat
persidangan dan acara resmi.

Pasal 26

(1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1, meliputi papan nama,
lencana kewenangan PPNS, tulisan dan badge pemerintah daerah
dan lambang instansi.

(2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, meliputi papan nama
dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 27
Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 dan Pasal 25, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 28

(1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dianggarkan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kotawaringin Timur.

(2) Anggaran operasional PPNS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah Terkait.

(3) Kepada PPNS dan petugas Administrasi PPNS diberikan Insentif
keahlian, yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 6) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 2 Mavelt 2022

BUPATL KOTAWARINGIN f'IMUR,

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 2 Haret 2022

KABUPATEN WARINGIN TIMUR,

FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR...{



Lampiran I: PERATU BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR.

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
LAPORAN KEJADIAN
Nomor: LK........cooevviiinniininnnns
PELAPOR
1. Nama N
2. Tempat/tanggal lahir D trrcerecsensnenentenentenententessaressssesassesnsnnresanannasesnreserassasasane
3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Lakilaki/Perempuan
4. Agama D reteeieereemesresesseeesaseeenseseeanssennsreennnrserrnnraarnnnsasansnneransrranas
5. Kewarganegaraan = = @ ..ciiccccccccccccecesiccieescsesessssesesisnesesssnasaessesssessnsesaenne
6. Pekerjaan = 000 e see s r e e se s s e r e ne e e e sennane e e s rean
7.Alamat D ereeeeeeeeiiereeeeierereeaasaa———— st s e ss et s et s s s s s e s basnansransetsanann
8. Telp/HP D eerrrieseseseseesssssesessecantassistatasssietersnnrnenereennsenssrseernnnanasnans
PERISTIWA YANG DILAPORKA
1. Waktu Kejadian : Hari ......... , tanggal ....... bulan .......... tahun 20 .......
Pukul ............... WIB
2. Tempat Kejadian = = = @ et ere e s e se e e e s s e s e e nns
3.ApaYang Terjadi = 1 e rer s nereesseae s s sseaenssssasssnaaas s snnns
melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah ..........ccccoeu.e.
Nomor ..... Tahun ....... tentang ......eeeeeeeeeiiciinicinnnne.
4. Pelaku/Tersangka : Nama.....ereccrncciecrncccsneeeee , Tempat/tanggal
| F=1 3 1 3 o Jenis Kelamin ............... ,
Agama ..........ccuuueee. , Kewarganegaraan....................... ,
Pekerjaan ..................... , Alamat tempat tinggal ........
.............................................. Telp/HP .......cuueauuuueeens
5. Modus Operandi D eeeeeeeesteeisesiesseeiisestasnastasaett s e e e e earae s e nnananasananannnsannaneane
6. Saksi-Saksi T e s sa e e e s e s snen e een
2 et s e e s e sesens
7.Barang BuKtl = 00 i ettt rsss s ee s seesases s e sbs st eesssanns
ADI
T N MBIL:  cooveovevssscsmeeesseseeessssoe e ressessesessseeeeosssesssmeees oo
Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di ........cccccerrueennnaenn. pada tanggal ......... bulan ........ tahun .......
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pelapor,
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil




FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
LAPORAN KEJADIAN
Nomor: LK......cc.ccoovvviniiiininnnns
PELAPOR
1. Nama SO
2. Tempat/tanggal lahir D eeereesesssesssisesiseneensitessaateannnassiianatiaeeassasnntaseanesannsressnians
3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Lakilaki/Perempuan
4. Agama D eieeeseeieceeiieieeeeieeaesaetsataatassissiereasaessasnasasnasnsassansanarenenen
5. Kewarganegaraan S
6. Pekerjaan SN
7.Alamat D ettsersesessessnnnsnsnnsnnnnneeanttteeereraeraresasesssssasasnsrnnnrnsrananenanans
8. Telp/HP D reteeereeeeiicssssseeeesaeseaia ettt treta e s e teeee et s s e s sressssanaantananees
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kejadian : Hari ......... , tanggal ....... bulan .......... tahun 20 .......
Pukul ............... WIB
2. Tempat Kejadian D eererereeeseiieeesseecsisrsssseenstiennnstatiatasatatte st anaanan et raanastant
3. Apa Yang Terjadi U
melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah ..........c.c...e.
Nomor ..... Tahun ....... tentang .....cc.cceeevermeecnneecnenene.
4. Pelaku/Tersangka HEE \\ - 1 4 ¢ £- SO OSSR , Tempat/tanggal
: lahir ...l Jenis Kelamin ............... ,
Agama ......ccevernane. , Kewarganegaraan.........cccoueuue. ,
Pekerjaan..................... , Alamat tempattinggal ........
.............................................. Telp/HP ....ccevevuuenenenns
5. Modus Operandi D eetieeseiesienieessssiieresnssoteeenttneteserantesnssaentennnnssatnaransarereanne
6. Saksi-Saksi S SRRt
2 et s ss s s se s e s e st e s s s bsbananaa e renas
7. Barang Bukti D eeemeeeeecreersseesiiiessiee i aanat et ranaa, st e st anasaneaaasansssesstnne

TINDAKAN YANG DIAMBIL: ciiiiiiiinitriiesicnnneessccsnnesessearenssnsssnsnssnsessansesssensassessone

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan

ditandatangani di ........ccecueuueenn...e.... pada tanggal ......... bulan ........ tahun .......
Mengetahui Pelapor,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. e rtcccceeees



2. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS
|\ [0 ¢ 3 U ot SN

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas .......cccceecevvcerecereccnanee
............... ,» perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal ....... Peraturan Daerah .......cccccoereiiiiiiiiiiiiiiiiiciiinnennens

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPERINTAHKAN
Kepada : 1.Nama :

Pangkat/NIP ...ttt rce s s s ssnsnseessseneneesanes
Jabatan

2.Nama D reeteecsseeressreresseenrasesesnsaterasnestansseasnssnaennessenserenannanns
Pangkat/NIP ...ttt en s ccennnsesssenssseanns
Jabatan

3. Nama :
‘Pangkat/NIP
Jabatan

............................................................................

----------------------------------------------------------------------------

Untuk : 1. Untuk melaksanakan tUgas ......ccccccerriiecincirincnceeececenesensnneeaennns

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal .........ccccceveiveecrcvvcnnnene.
sampai dengan selesai.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan
melaporkan hasilnya.

Selesai.
Dikeluarkan di :  ccoreieieirereereecsneneecnes
pada tanggal D reeeeeenneisenneea e aens

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

........................

------------------------
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3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP DAERAH

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang.....
............................. , perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;

Pasal ....... Peraturan Daerah ........ueeerrnreiiniiciiiiinicciieees
Nomor.... Tahun ...... tentang .....cccveiriinininncenesneessnenee s
Laporan kejadian Nomor ............. tanggal .......ccccceuueaennnes
DIPERINTAHKAN

Nama D iceeeeesiieeraensintiirerenseies e assassetrasenssttreserasneriiersonne
Pangkat/NIP .ttt enn e e s renee
Jabatan D eiieeeeeseeieeessiseeesicessecasissnesttoeesattcrinssseransnnrerreennne
Nama D eereeeeteeeeseneseiiene st sa et a s e et s e a e s s s e e ss s aassasnsns
Pangkat/NIP . essnee e
Jabatan 1 ettteeemeseeereresesssesesecsssssseesseesssssereesnenasssessannnnsresnane
Nama N
Pangkat/NIP  : .ttt eeecsssseaen e e s
Jabatan D rtiteecmesesireerccsseseersoscssesseseeserssaasansnsnssnsessasnsnrrereene
Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang............
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Daerah........
............. Nomor ... Tahun .... tentang .........ueeeeriricinniicnenn,

Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.

Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pada kesempatan pertama kepada....................
Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di : ..cccceeveeeveruenirernnccnnnee
padatanggal : ..o

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

------------------------

........................
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4. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH

S GGl
J\! Fe)0 ¢ o) o

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan

tindak pidana di bidang..............cccccccueeennn. , perlu memanggil seseorang
untuk didengar keterangannya.
Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2)
dan Pasal 113 KUHAP;
2. Pasal ...... Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun..... tentang ...........
3. Laporan kejadian Nomor ......... tanggal ...t
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal ......oviveiceirccnnenee
MEMANGGIL
Nama 3N
Tempat/tanggal lahir : e
Jenis Kelamin D eeeeerseesemcmeeseeeresusseeerensnenserseanaarrrserirranansrane
2N o= | o ¢ - OOt
Pekerjaan = = = 1 e eere e e s e an e nnne
Alamat tinggal D nrereseeseneeerenererssaeas e sstssesarseanssstssasnsnnes
Untuk : Menghadap kepada ........................... selaku PPNS, di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja .........ccccccei i cicneiecnnens ,hari ....... tanggal ......
bulan ....... tahun ....... pukul ..........coccennnneee. untuk didengar keterangan
sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak pidana........................
sebagaimana dimaksud dalam Pasal........ Peraturan Daerah Nomor .....

Tahun ......... TENLANG .c..coieieiiiiiiircce e e rre e ceerrecre e ee e e ers sn eeesee sanes

“edy vesercsvuscanenEssenn e nas sesen

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan:
1. Kapolresta.......cc.ccouurcennnes (hijau)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)
Pada hari ini ................ tanggal ...... bulan ................. tahun ...... jaM.cecneene WIB,
1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

PERHATIAN:

Barang siapa yangdengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil

menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.
CATATAN:

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada ............cceeecrevmneennen.

No Hari Tanggal Pukul Tanda Tangan

Yang diperiksa Penyidik

1.
Dst.
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5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN
DAERAH

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

NOMOR: ....../BAPPPD/....../20.......
---- PADA HARI INI ................. TANGGAL ....... BULAN ........... TAHUN ............ PUKUL .........
DI e s SAYA it rvceriscsiss s === PANGKAT/GOL .....cccuuerveennnene.
NIP ......ccceevueveeeneee.. JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR ....cciiiiiiiiiii i ’
BERDASARKAN SKEP MENTERI HUKUM DAN HAM Rl NOMOR..........cceeeenns TELAH
MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMPOR ...... TAHUN .......
TENTANG ... e YANG TERJADI PADA HARI ............... TANGGAL .........
BULAN ....... TAHUN
TERSANGKA PASAL YANG DILANGGAR JENIS PELANGGARAN
NAMA D teteeetcitacecsiieiiereisetessese  srecessesessesscsntstancersasanteseress  ssetastsieressssensnnenasnnonian
TEMPAT LAHIR  tteectitaceceretectesenssseeiess  asesessatessesetsstessitesatsasteretees  sesaiescsesasensasascensussrane
TGL LAHIR/UMUR 1 iiiiiriiiiiiiiiiiriiiiies ceetiirecessiesueeiittnnesreresesssees  ssssesssssessnnssnssessessssson
AGAMA D etterrireceecereiecieisecesestese  ssesestesessecessessssssesersrasseentns  sesessessressessenansansnneasene
PEKERJAAN D hieiiiiiieceseteretenererentitss  secnsssescecsscrsasntssnsesiesusutovacs  ssecneesetstseststencasansestte
KEBANGSAAN D tetterecrcreruirreeritesrteesasate  seensssasscesssssecssssssessernsasenses  iessssssseessersassensensesun
JENIS KELAMIN D eetetcttecetiteccsicesesateesiee  seesssssscecssessasasesasncsestnntrenes  seeessesessesesssasnsassnsnsenns
PENDIDIKAN D eeetereetimctiteeceetesetetsesiss  seeserssssasssassssetesstesassssanranss  sssesssssseenssissessnsasensaies
ALAMAT D eeeeencsesissiieasonsencerisnerrens  ssesssessesessesssesesseievsnsienseere  bessscecsisestersasansrecevesene
SAKSI-SAKSI
1. NAMA D e ereserne e ce e e 2. NAMA D ceereeeeeeneses s e
TEMPAT LAHIR .ot TEMPAT LAHIR @ e
TGL LHR/UMUR : et ceeiaeeenes TGL LHR/UMUR : ...ceveveevrcrieniecn e
AGAMA D termeeeeeeereeteeterenesneae e AGAMA
PEKERJAAN N PEKERJAAN
JENIS KELAMIN : oiiiiciniiveenennnee JENIS KELAMIN : ...iineeieeneenaens
PENDIDIKAN  : .rrreeceeeecneenns PENDIDIKAN D et
ALAMAT 1 st ALAMAT D e e
TANDA TANGAN : ..eecccceccrcenenaenes TANDA TANGAN : ..cocovererieenenneereereereennens

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI «.c.cucveneniniiiniiiiecieeneneacens
PADA TANGGAL ............ BULAN ............... TAHUN ................. JAM ..ol
DIKELUARKAN DI

PADA TANGGAL
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SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI DIBUAT,
KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG DIPERIKSA JUGA IKUT
MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA MAKA UNTUK MENGUATKAN,
TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA BARANG BUKTI YANG DISITA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

...............................................................................................

Lembar putih untu Pengadilan dan Tersangka
Lembar hijau untuk Kapolres

Lembar kuning untuk PPNSlembar
merah untuk arsip
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PUTUSAN
NOINOL : aceeerreireerereecenenenssasesnnsenrannnensnes

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Hakim Pengadilan Negeri .............cceueeuneene.

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor ....... Tahun ................. tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan:
MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa .......ccccvceircnecnurances seperti tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan
o= o 0 10 B 1 - § o LD PRSP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah .........cceercreneneecreccrenees Nomor ........
Tahun........ccoveeneee tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan
Daerah.

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama

dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukum

selama........... hari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa .......incinciiecnenneceeccncnnesveensecesaenee
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas ........cccceeeeruuuene.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : ......c.ccccecucerueunee
6. Demikian diputuskan pada hari ini ............ tanggal...... bulan .......... tahun .......
(0] [=) o L selaku Hakim, didampingi oleh ...........ccccauuervvrrcvvuenecne.

selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa
Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti Hakim

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

---Pada hari inij, ............ tanggal............. bulan................ tahun 20........ Pukul..........
I T ————-
Pangkat/Golongan ...........ccccccuuuuu.e. NIP orerecnccnscnecnsnas , Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan -----------------
---1. Nama teererereernererneeenneaneneesesanes jabatan...

Pangkat/Golongan/NlP
---2. Nama ]abatan...................... ‘eeeeees

Pangkat/Golongan/N[P .
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan
1. Laporan Kejadian Nomor : ............ taNZgal ....cccooeeeiiicerec e e
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ............... tanggal ......ccccovviiiiiiininninr e
Telah mendatangi dan memasukl Tempat Ke]adlan Perkara (TKP) berupa

Untuk melakukan tindakan Sel')'é.l.éal benkut

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.

2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.

3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta
mengumpulkan Barang Bukti.

4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.

5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumabh :
Nama

Tempat/tgl lahir
Kewarganegaraan
Agama

Pekerjaan

lama
eangan disaksikan oleh

-------------------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................................

1. Nama
Pekerjaan
Alamat

2. NAM@A et craera s sr sreere sa e asensesee ase atenen ns nes nsnnn eun
Pekerjaan D e eeeteeteerietetetetecannteneeeen et oenesatatattatnstetetttantnnetnnansaserecnsnararnnasnnnn
Alamat

-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas

kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ......cccccceeeveevcerunees
pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun ................
Yang memeriksa TKP
Pemilik/penghuni rumah/bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Saksi-Saksi
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7. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan :

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /SAKSI

Nomor: SPbawa/....... /....../20....

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang ......cccccoiviiiirniiinanneee. untuk dilakukan pemeriksaan, perlu
melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi
karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah,
untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;

2. Surat Panggilan Nomor ............... tanggal .....ccoceveninene ;

3. Surat Panggilan Kedua Nomor ............... tanggal ................... ;

DIPERINTAHKAN

1. Nama N
Pangkat/INIP @ e cccrrer e s snneee
Jabatan D tieeresseeseceesscessesreseasesereersnnnentareannasnasaaeeannnnnseran

2.Nama D eererrrseeseseeseeeeeenere ettt e e e a s enasaanaan
Pangkat/NIP : e res e e ee e
Jabatan D eiemrirrersseeiiieeeettsesstaesetsesttasorsnsasassasantnarseasnnns

3. Nama D eeerreeieesieieseeeesaeeeat ettt sttt s ae s et se s e s ase s b s senens
Pangkat/NIP : e cccreeree e e e es s ene e e eeeeas
Jabatan D eiiesericrsssessssessesssssectsestesisersennsssassasntteesisnerannnes

1. Membawa Tersangka/SakSl
Nama = = = 1 e reee e ee s en e
Tempat/Tanggal Lahlr N
Jenis Kelamin = 1 o rrcrrenrerereeeesenneseeseneseene
Kewarganegaraan T
Agama D et teisecssseinese s st s s st re s s se e
Pekerjaan D e ieeeesssssressseecemesetnacnnorasesestsasnrasrnae
Alamat D e e e as s anenes
Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam
perkara di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ............ Peraturan Daerah ........................

2.

Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita
Acara membawa Tersangka/Saksi.

Dikeluarkan di D eeeeesessiesieestenennenns
pada tanggal R
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP
3. Nama/NIP
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8. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK
MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTISIA

Nomor R

Klasifikasi : .cccovvviccveeinieincniiiinneines

Lampiran : .o,

Perihal : Permintaan Bantuan Kepada :
Membawa Saksn/Tersangka Yth. Kepala Kepolisian Resort ............
An. ... di -

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP ;

b. Pasal .... Peraturan Daerah..................cccccooeeveeevceneennnne. Nomor ...... Tahun ......
L= o 8 = 1 o ¥ =R

c. Laporan Kejadian Nomor ......... tanggal .......cccoriineinnenen

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka
bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak
memenuhi panggilan penyldlk tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi:

Nama D eereerresessiieisaenressiesatatestsasasstrsarssesrseasatntsennrstesttansnanns
Tempat/Tanggal Lahir : ettt s scenaeaeees

Jenis Kelamin D eeemeseessseseescesersesessessseesecssteennsrasererarennreernsransnnnnsennnen
Kewarganegaraan D eeerrreesssesssceessnneeesecareeenenetreeessesasaeessssasnnsannssenmnnsaaartes
Agama D eeetiseseeesssesiereeeaesiirinsaeasaatessaar ettt ratana s eesnanarareerene
Pekerjaan D eerrrereecessseisesiseseaiiisesaseaiiesasnaeessassanenressasanassrasaraan

- - 4 - 1 O
Dalam perkara tindak pldana di bidang..............ccooiii, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ......cciiniiiiiiicnininnnceneeecennnneens
Nomor........... Tahun ........ tentang ... e e e

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut
diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa
membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
a. Surat Perintah Penyidikan;
b. Laporan Kejadian;
C. Surat Panggilan pertama; dan
d. Surat Panggilan kedua.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan:
0
2. eereereereeceeenesesanssnnnaen
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9. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA
PENGADILAN

KOP DAERAH

Nomor U
Klasifikasi : .cooirvvvvccineraeeenenees
Lampiran : ...
Perihal : Permintaan Izin/Izin Kepada:
Khusus Penggeledahan. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .........
di -

=

Dasar :

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35,
Pasal 36 KUHAP;

b. Pasal ... Peraturan Daerah .........cccccoorivmncreeccncnrennenns Nomor ...... Tahun .......
L= 1= 1 ¢ PO UUURRE

c. Laporan Kejadian Nomor ............. tanggal .........ccceuuueeenn.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............. tanggal ......ccccevereneeenne.

N

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk
kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:

Nama D teeeriisereeeenere e st e e a s e e e s s s e e s e s e s s e nneeeransees
Tempat/Tanggal Lahir : et csssss s e s ses e nan s
Jenis Kelamin D eetteereeccssessesessseceseiteetasttastasenneannneriaseesessesersastansannnnnrares
Kewarganegaraan D ttteresessseererasmsesserenssssesatteenenssstansntasastssnenassetreasaaniatraras
Agama D eetereisescsesssssesssresessssescssereseseesesasermnsrensstansessstasssarstans
Pekerjaan D eiittttecesssereesasmessrennaceetassttesun st tnsannsares st asnesiasesennsananstnn
Alamat L e are ettt et aere s s et st e s s sanssanaransanns
diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat
tempat tertutup lainnya yang terletak di diduga sebagai
tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang .......ccccceceveeeeeecreecccnneees
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ...
Nomor ...... Tahun .......... L= 1= o 1 - QN

w

Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:
a. Laporan Kejadian ; dan
b. Surat Perintah Penyidikan.

o

Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Suratlzin yang
dimaksud.

“n

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

sesy) esseEcacsses sesess sna e nen vanes

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

L. e
2. e,
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10. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN
KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH
Nomor D rerrrreeeseeeesreae e e reeee
Klasifikasi : .ccccvvvvvvrvneeeeeeeneeeens
Lampiran : .cciiininncnneccensenene.
Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan Kepada:
Persetujuan Penggeledahan. Yth. Ketua Pengadilan Negeri ...
di -

1. Dasar:

a. Pasal 6 ayat (1) hurufb, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHAP;

b. Pasal ... Peraturan Daerah .........cccceeeerecrceccnscnnnas Nomor ...... Tahun ..........

TeNUANE ettt rersae s s s e e s e se s e s sasa s s s s s e s s e sea s s anaanann

c. Laporan Kejadian Nomor ................ tanggal .............cccu........

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ................ tanggal ....cccccevveeerennennee
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa

berdasarkan hasil pemenksaan terhadap tersangka atas nama:

Nama D eeteeeeeeeteesesssisiieseareiia ettt er e aas s b naaaaa st e ereaeseesansenanns
Tempat/Tanggal Lahir : e ccrrrceereeereereseseesr s sesessassssssssasosanes
Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat L et sse e s s s e et s e s saa e s s e s sans
didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak
pidana .....ccccceeevereiiiiiiinnne. o | pada tanggal .......ccceceeunenne.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ........ciinicirerenennens
Nomor ...... Tahun ........ tentang

----------------------------------------------------------------------------------

w

Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan
hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/
tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.

o

Guna Kkeperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat
Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:

a. Laporan Kejadian;

b. Surat Perintah Penyidikan;

C. Surat Perintah Penggeledahan; dan

d. Berita Acara Penggeledahan.

“u

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

seepy encesscrcaccscacessescenencances

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NIP. ettt NIP. oo eeeeeeeeee e
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11. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
S PENG N
Pertimbangan Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang
.................................................................. oleh PPNS diperlukan
tindakan penggeledahan ’
maka perlu mengeluarkan Surat Permtah ini.

Dasar 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal
35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126
dan Pasal 127 KUHAP;

2. Pasal ........ Peraturan Daerah ............ccccccervvviinniiiinninicccnennnnaene
Nomor ....... Tahun ...... tentang ... ;
3. Laporan Kejadian Nomor ........ tanggal..........c..ceeeeinn ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........ tanggal...................
DIPERINTAHKAN

Kepada 1.Nama
Pangkat/Gol/Nip
Jabatan D eeeesccceeeeessssssesseeseessesenneenaesneeennen nen

2.Nama
Pangkat/Gol/Nip
Jabatan

Untuk 1. Melakukan penggeledahan................. di
................................ yang diduga sebagai tempat kejadian
perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya
barang-barang bukti, sshubungan dengan terjadinya tindak
916 F- ) o B PP yang terjadi pada
tanggal ............. o ) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ............. Peraturan Daerah .........ccccoccoviriiniciinnaes
................. Nomor ....... Tahun ........ tentang ........cccccccccieeneeenns
..................................... atas nama tersangka .........ccuouenee.

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan
dan atau penyitaan
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat
Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.
Selesail.

Tembusan

Dikeluarkandi : ...ccocceerivviiicieneannn.
pggg l;gnggal : Ss3 333 s vrs ersysss e esssss

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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12. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT
TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

IT PENGG

Padahari ini ......... tanggal ............... bulan............. tahun 20........ Pukul............ Wib.

Saya . Pangkat / Golongan ...,

|\ § SR , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor

tersebut diatas bersama-samadengan: ...

1 Nama D reeetsesecsnenisneiestritattattesiieeessesesssssssrnnnensnnmananeanes
Jabatan D ieeeserresssserensssessassereanssesrassransnseeenenseransasanarenssas
Pangkat / Golongan / NIP D ieeeeeeeecensiseseieeniaeeestran st et s et s s e e e e e sersesnnrannes

2 Nama D teeeesseresesesssestsensstasstsanensersessitssatastatttesnsnnansrannes
Jabatan U
Pangkat / Golongan / NIP D eereerceeeseeeereessseeaecetsaneatensnresasasstsnasanitttssssnnnnins

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1 Laporan Kejadian Nomor .................. tanggal .......cccocuuuuunnneee

2 Surat Perintah Penyidikan Nomor .................. tanggal ........ccoueereunneee.

3 SuratPenetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri ........................
Nomor .......... tanggal ............... (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN

terlebih dahulu).

4 SuratPerintah Penggeledahan Nomor........... tanggal ......cccevvnerecinnnnnn.
Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup
lainnya / .coovecevincienninvnnnnnnn. di dengan / tanpa izin tersangka
/ penghuni rumah / ):

Nama D eeeitereeeteinir e ana st s aaana e s s aa s ssesarasansesataas

Tempat / TGLLANIET @ oottt ceere e e ssnesaese e snsanssaesess

Jenis kelamin D eiteeierevseerrmnsieretsteronestrtnnsaennsnateenn et eannsnnraasennsnrenn

Kewarganegaraan : .....coienniesseeesssssessesssases

Agama D heesesieereetsranneeennieseranaernnessransnseraesessansasananenssnnsssns

Pekerjaan D eteeeteesesecreeennmessteetrennsaaerannsraeresasnnsatrennnannnnraennnn

Alamat D eeeeireeeneerrerrr e s s ss s et s e st e r e s naaa s s aaa s nen

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama U
Pekerjaan D eeeesessessseseiiiaitaeetesnsnessessnassatsesiatesanasnersessresnriassraaan
Alamat D ettt a et a sttt se s s e e s e e s s e asensannnnnas
2. Nama D remeereessieeiereseiiseessseseieratansrasiessnasestesstsnsnssrresante
Pekerjaan D eererreteemsiriisesssssesersateesrassatnsnsssatesansesesstannenanrssssnnnnn
Alamat D eeeeeeeeteseriiieee e s et a st anan et s aessse et e s e a s s saansnrannnsrennirn
Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : ....ococoociiiiiiiiiiicnnneens

. Setelah dijelaskan dan
dltun]ukkan Surat Penntah Penggeledahan kepada penghuni rumah / bangunan serta
yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-
sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -------



-32-

0 UYL
2 e es—ae ettt e s s e s s e e s bR R R R RRe e e e e s eereseeeeta b s besn st asranataaannananras
G U OOUR VRO
. ettt e e s e e s e s e s s s s e st e ee et s st aa bt s et s st e s e s et e s ass e rarnssennareranan
------- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ........cccecuuueunu.....e.
.......................... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .........----
Tersangka / penghuni rumah / Yang melakukan penggeledahan
bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP.
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13. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

P

(0) TITI

Nomor D e, Kepada:
Klasifikasi : ....cooviiiiiinnnns Yth. KepalaKepolisian Resort............

Lampiran : ....ocoiiiiininiane
Perihal ¢ Permintaan bantuan

Penggeledahan

Dasar :

a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b Pasal ...... Peraturan Daerah .........ccccccceeerrviiiiiniciannnnne. Nomor.... Tahun .......
Tentang

¢ Laporan Kejadian Nomor ........... tanggal ;

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal ...

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil
pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama D etieessrssesceotcsertaestnrisesestatsanesterntasserennsransiesnnisasnsanastananan
Tempat/Tgllahir 1 ..ttt

Jenis kelamin D eeeiemeetrcesesesesmssesssseseseseseenesetesstsasttesaesnaensssenestantssrnsannnne
Kewarganegaraan : .....ciiiiiiiiieieieeseseenesssneeseesnsnsssssnsssnssnnas
Agama D eeeesrsnsssisetieneetiiietienstrisettanstitisanienesatesetnnarenesssasrenesostanan
Pekerjaan O N
Alamat

...................................................................................

Diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ......ccccceeeiriiciciicniiccncmereeeereeneneeeee
Nomor ...... Tahun ...... (=) 41 ¥ ) 4 ¥ = RO PP

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa
Penggeledahan terhadap :

Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian
Resort guna melakukan penggeledahan dan
sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

a. Laporan Kejadian

b. Surat Perintah Penyidikan

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan:
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14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA
KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
Nomor S, Kepada:
Klasifikasi : ....ccccvinieinnen. Yth. Ketua Pengadilan Negeri................
Lampiran : ...
Perihal : Permintaan izin/izin

Khusus penyitaan
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat
(1) KUHAP;

b. Pasal....... Peraturan Daerah ...........cccooviniviciiiiniiinncnnnens Nomor ..... Tahun......
Tentang ;

c. Laporan Kejadian Nomor ........ tanggal.......cvniniiirinninae ;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal .........coceeeeeennnne

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi ......ccccceecreerrecrcnennnen.
atau penggeledahan................ atau ditemukan langsung oleh
petugas / penyidik terdapat benda / barang yang diduga
ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang ......c.ccccccccececevenane.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Daerah .......cucvreccvnnnne.
Nomor ..... Tahun .......... LX) ¢ 1= 1 o ¥
yvang terjadi di .....ccceuervevirierrirericnniincnenn.. pada tanggal ........ccccoccerviicnnrninens atas nama
tersangka........ccoooveiiiiiiiiiiiniiieinnne, ,berupa:
a.
b.
c.
d

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-
benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama .
Tempat/ Tgllahir : e es e e e s s se e e s snmanaas
Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

4. Guna Kkepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan
menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan:
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15. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN
KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
Nomor TN Kepada:
Klasifikasi : .....ccoeiineniee. Yth. KetuaPengadilan Negeri ................
Lampiran : ...
Perihal : Laporanuntuk

Mendapatkan persetujuan

Penyitaan
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan
Pasal 42 KUHAP;

b. Pasal. ....... Peraturan Daerah .......uirvvirerencncciiciniennnneanee Nomor......... Tahun
........ EENEANE ceoeeicriceecieeetestecte e teesresasseeseese s essesa st eresaesaseen e e msaesnsaneneranse

c. Laporan Kejadian Nomor ....... tanggal .....coovreinrinnneinnnnnes

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal .........ccueeuueee

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan
penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung
dengan tindak pidana di bidang.............cccccuu..... sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ....... Peraturan Daerah ...........cccooviiiiiiiiiiciinineennennnnnenneens
Nomor ....... Tahun......... L) 01 21 o 1 = SO OOV PRSP yang terjadi
(o | L pada tanggal ........... atas nama tersangka ........ccceeveiiennnnee

e (daftar BB terlampir)

3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir
Jenis Kelamin = 1 e e e e e e eenes
Kewarganegaraan @ ......cccoivecceieinsssseerieesessnnenesesessssssassesssssssanassasesns
Agama :
Pekerjaan D ererreeseeseieeseeitsesieeesenesesenannnssattettinserestsentnnsiantanrassaasas
Alamat Tinggal D eeteeeeeseeseeesseisenerieesnessanasssassenssssssesiessrussantontannsnarsasessinss

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri
menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.

5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi
penyidikannya antara lain :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan
c. Surat Perintah Penyitaan
d. Berita Acara Penyitaan
e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik
barang.
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6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan :
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16. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan
tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada
kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu
mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar 1.

2.

Kepada 1

Untuk : 1.

Selesai.

. Laporan Kejadian Nomor ........ tanggal .......cvimniinninenas
. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........... tanggal

.Nama

Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;

Pasal .... Peraturan Daerah .........ccoocceeicriericicniccnnens Nomor ......
Tahun ........... L= 11 1 o 7 -

DIPERINTAHKAN

-----------------------------------------------------------------

Pangkat/Gol/NlP D reeerererreteeeeesseeessseeasssssnessrnnrrntnrasntesttaansraete
Jabatan = 0 1 e resesasnteseesasaenens

B0 £ + - -

Pangkat/Gol/NIP I eresiereerreetterteareasaa s sasesenesraestasssnnerantes
Jabatan = 0 1 et e eseee s e s s e s e nnes

Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :

....................................................................................

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pldana di

bidang... sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ....... Peraturan Daerah ..........coouueveieiriinnnecnnenneee
Nomor ....... Tahun ........ LX) o %= 1 o 1= O

. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel

terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang
disita.

. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama

harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara
Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Dikeluarkan di

Pada tanggal v
Kepala Satuan Polisi Pamong Pra]a

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP
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17. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA AC N

----- Pada hari ini, .............. tanggal .......... bulan............. tahun 20.... Pukul ...........

SAYA s ---- Pangkat / Golongan ......................

NIP. et , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari

kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

1. Nama D teermiriiiseesssserersesesssssteerriss e rneria st e s e erse s ansasnenenses
Pangkat/Golongan/NIP D eeeeereresrereeeesseeessesteneresssssnnsaasaseesannrasereressannnesneanasanas
Jabatan D eeteeereressssesesssesersesteeesennnrnsansnnraeereaseeearnannnannsnnnsansaaans

2. Nama D eieeeeeemesssreeesereceieeeiieesesesisessssessseassessssesasnantrnrreereeraren
Pangkat/Golongan/NIP D ieeeesessesseceesecemescrreeseesssesaeiesaessessessrennsrnnnsentenarrerarae
Jabatan D etemeerreecssrerrressssereresenssraeeetaraaereresnsnsenraseansanesnsanrnnne

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Laporan Kejadian Nomor ................ tanggal .....cccovvrieiiiiiiciiiiiiniinennn,

2. SuratPerintah Penyitaan Nomor ............ tanggal ......ocerriiiiiiiriiieenniennees

3. SuratPenetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri .........
............................... Nomor ......... tanggal.................(Bila ada Permohonan ljin

terlebih dahulu kpd Ketua PN).

Telah melakukan penyitaan barang berupa:

P
2 ettt e s e e e s s s e s r e n e e e e e e e eeeeee e e e sesasesanrnnr R a e e e e e e nerrenenas
G USSP O TSR UUU U PPPRPUPI
PPNt
Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi: - -

Nama D ereeerrtemssireseiierasasssnssrercesenennesriasssrennssernnnsrsrarnnres

Tempat/TgLLahir : .ot e e e e seaenees

Jenis kelamin D eeeeetreresesrrmceseescasesemsterensesrtansarennnasntanaersaasanteananaen

Kewarganegaraan ..........................................................................

Agama D etrerreceresrsesessaseccessssaseseseeannssaereraanaraeeensnannnasaeean

Pekerjaan D ieteetieeenieerrcnresnmaasennensieennsrernansrentasestoesstranansaenansen

Alamat N

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama  ietttimerrecssescesemssesseesssceseecnssssnnsennssonsasansasaraananstasnesnnsrasennarannananne
Alamat © eeereemireceesesiesmesesssemsisessseessesestraeraerasaenraseraerarstnnerernerntannnrennsennns
Jabatan D eteeitietetercernesiereestsenssserenasreanstatnnrareenaannnstieaannarnnnsrnanrerrennrrran

2. Nama D eeeteeeiieesireesremereassrssseeccseessseesarenseeenaransenassrrarsennnsansnsasnsnnernannnrane
Alamat D eeteaccesmcscreeeresseessesssecesssessscessesessesassessesessettnsaenasennasrarsannssranenannn
Jabatan = e es s e s e e s e res s ens e nasr e s rara s

Dalam rangka penyltaan perkara tindak pidana di bldang ................................ sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Daerah . tertseeetnresernensnsesnncess NOMOY .......

Tahun ... L3=0 0 X - § ¢ X = SRRSO

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-
----- Barang bukti (diserahkan/diambil dari pemilik/yang menguasai
barang/ditemukandari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah
dilakukan penggeledahan)




-39 -

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas,
(pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum

dibawah ini di ... e pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun ..........-----
Yang Menyerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemilik/yang Menguasai Barang Yang Melakukan Penyitaan

Saksi Saksi
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18. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
URAT TA ENE AAN
1\ 4T ) o
----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama.... Pangkat/
Golongan ........c.ccccee. NIP L. dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai

Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang
atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai :

Nama : . ereserstesstensae et as b en s bR saee L/P
Tempat/Tgl Jahir e rrrrccrreccts st eestr e se s assrees s s e s sssanasaan
Pekerjaan D ertrereeieieenereeseesresara et ee s et e et e s e asan e s e s e e s e s s e s nenene
Alamat D iiiireemessesseeeisseeessaresescsssisesssssiisistasttsnaitistannseatentnnnansnsntsrenn
Dengan disaksikan oleh
1. Nama ..L/P
Pekerjaan D eetesesieressessiieesacassssisissssssstirsaesesisitesanenssttttnanaesirtrarannsess
Tempattinggal @ e e e e e
2. Nama fteseutstras et s e s nesensae e e neas e e na nen et narnanaeseanarasarrnes L/P
Pekerjaan D eeeeitiemresrersessreessesereessrrenaseetnensseennssenereneraressrnnnssrasanerantes
Tempattinggal @ e e
Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara
tersangka ......cccvccvvcccnrcminnneenieie e, yang diduga telah melakukan tindak pidana
Ai DIAANG ... serscssasessnsesssmsnessesssesssssssssssessssessssssssasaasane sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ........ Peraturan Daerah ...........ccomimiireccccnernicceere s Nomor ........
Tahun ......... L= 0 1= § o ¥

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah
sebagai berikut: e,

(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

....................................................................................................................

Pemilik / yang menguasai Yang Menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH
Nomor D e Kepada:
Klasifikasi : .....ooceeninnniin, Yth. KepalaKepolisian Resort................
Lampiran di  eveeeeeriiiniiiiiiiiiiiaeens
Perihal : Permintaan bantuan
Penyitaan
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan
Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

b. Pasal .............. Peraturan Daerah ........ccccovvvervviriivvrrrenerennniciinnaen. Nomor .........
Tahun ......... JLI=3 0 L 1 o ¥ =S

c. Laporan Kejadian Nomor ......... tanggal .....coooeeereeennnannanaa.

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ...... tanggal .........cccuuunuuee.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
dari hasil penyidikan tindak pidana............ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Daerah .........ccccevnuervcuerirnanes Nomor ......
Tahun ........ L3 882 ) o 7= SO yang
terjadi di ...cccooecuneereeneene. pada tanggal ........ bulan.......... tahun.......... ,dengan
tersangka .....ccccccvcuuenae. , memerlukan penyitaan terhadap barang/benda/surat/
dokumen/tulisan dari sesorang yang menguasai atas nama :

Nama D eerteeeeesseessesssessseersrestenstennsnesssessrsssissstrasasannsenanneratriaenene
Temat/Tgllahir @ ettt erce e s se e e s s se s ssmes e s s naanns s
Jenis Kelamin © etmeeeeeeocsieemnssesesseeremmesereesertoasstenenareenssaeensnareannssasanasnnnenne
Kewarganegaraan @ .....ccccciicieecceieiicimmesecrimemsnssesseooneesesnensareessrassnmnsssrsers
Agama - U
Pekerjaan D riteeereecarsersemssessesessssssserssseesssseresnsseeraseerennssretnnnsarransennnare
Alamat

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

3. Untukkeperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort.......
cererseneennennens SUNA Melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan
tersebut berupa :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ngp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya
yang meliputi :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan :
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20. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN
BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada
kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena
ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa
sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa kekantor atau
dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130
ayat (2) KUHAP.
2.Pasal ....... Peraturan Daerah .........c.rvnencnnnnnne. Nomor ......
Tahun........... tentang ...t e e e e e e
3. Laporan Kejadian Nomor .......... tanggal ........uerrivinnninneniiennene.
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor ......... tanggal ......ccocovvuinninaen.
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ....................
Nomor ........... Tanggal ...............
B e e e e s b s e s st e s s s s s e e e s e s e e e e s s e e s aa st eneas
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama D eeeececsseeereemsssesesrercessssensenssssentesasnsessssssnsnnrsersran
Pangkat/NIP : .ttt ceeerssnensaeeesesenaenes
Jabatan D eeerecsereesereeseesesteseesennesesssessesseseseresssaaneanarnnnnanas
2.Nama D eetrreesessesessessseseeesssaesietesaettaaneassteaesteeesssssssssens
Pangkat/NIP : ..t neeeeenes
Jabatan D erteesceeeseserenesessnsesesssssseeseetesasstasasassnssnsnssanrenias
Untuk 1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap
barang bukti yang telah disita berupa :
= T
o
yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana
.................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......
Peraturan Daerah.............uureriicennnnnne. Nomor..... Tahun.......
yang terjadi pada hari .......... tanggal ................ (s | S
2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh
tanggung jawab
3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan
wajib membuat Berita Acaranya.
Selesai.
Dikeluarkan di: .......cc.ccoevinnnnnnne.
Padatanggal : ...
Yang Menerima Perintah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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21. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN
BARANG BUKTI

KOP DAERAH
O JUSTI
BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
----- Pada hari inij, .............. tanggal ........... bulan ........ tahun 20 ..... Pukul ............
Saya : ......... . . Pangkat/Golongan/NIP. ..........iieennnecnienescnnnans ,
Jabatan selaku Penyldlk Pegawal Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-
SAaMA ANGAN : e s oo o
1. Nama D hrreeiieieiieresiesaserereiesscerencecernstireatetrnsatertesnsonnats
Pangkat/Golongan/NIP :
Jabatan © eeteeteneveeesressesataeensettnen annantenranatnnenannaantaeansanannnnran
2.Nama D eeeteetteeeereerecereteere et hee et rteerernras asaastansenensasnnnn
Pangkat/Golongan/NIP :
Jabatan D eeeetreereeseresaressensesaneereasaresrenertesersttnotsantasesteanerasnas
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :
1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor ................... tanggal .......cccceveeeiierennne.
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor ..........ccccccceue... tanggal ......ccooverrnniiniiinens
3. Laporan Kejadian Nomor .......ccceovceeeiricnnne tanggal .......ccoeeneiriiiiriiiiiiiiinann.
4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor ........
tanggal .....ccccoeveeeeenee
Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : ----------
= TR
o
C.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana ..........ccccccceuuinniinincnnnenns
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah .......cccceeirviinueeeenrieneece.
Nomor .... Tahun ...... EENEANIE ....ciicirrerrrernrireesrrsrreessstssseesatsssssasosssosssssssssesssnessasssssssessssase yang
terjadi pada tanggal ................... (s | ERIRE SR e e e
Dengan disaksikan oleh
1. Nama .
Pekerjaan
Alamat
2.Nama
Pekerjaan
Alamat
Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara
sebagai berikut :

........................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di .......cccccciineeenne. pada tanggal ...... bulan ............ tahun 20 ......
" Pemilik barang/Tersangka/ Yang melakukan Penyegelan/
Yang menguasai Pembungkusan
NIP. e
Saksi-saksi
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22. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

0O JUS

TP 1 BENDA SITAAN
|\ (03 11 U ) (T

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah
tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib
dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) hurufb, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;

2. Pasal ..... Peraturan Daerah ...........uuuuueueenrnrrnnannenns Nomor .........
Tahun ......... tentang ......coecciiinniienine e ceenennes

3. Laporan Kejadian Nomor ............... tanggal .......cccenveeiiveennnenns

4. Surat Perintah Penyitaan Nomor ........... tanggal ......ccceevvevnnennenn.

5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ..........ccc.......
Nomor ........... Tanggal ....c.cccovvvereiericnnnnns

6.

------------------------------------------------------------------------------------------------

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama

Pangkat/Gol/NIP teteereeemesesseressesieesensesereeasanseesanaranans

Jabatan D eeeeeereseerecsscessessasssisensesessatesasnseresneresans

2. Nama D eeieiseeieceserecssssessrecetecnsrententasensteannanans

Pangkat/Gol/NIP  : . e e s e

Jabatan 1 eteeeeeerereeresessecseassetecarensanesenntrosentansnsrenen
Untuk : 1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik
pada tanggal ........ccecennunnnns yang tidak diperlukan lagi dalam
penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan ................

2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita

Acaranya.
Selesai.
Dikeluarkan di :.........ccceaeeeee.
Pada tanggal HERP erorsrsesessessas
Yang menerima perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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23. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari inij, .............. tanggal .......... bulan ............. tahun 20........ Pukul .........

Saya: e Pangkat/Golongan/NIP ...,

NIP. ...ccovvenneens , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut

diatas bersama-samadengan : . e :

1.Nama D et tremmemeneeie ettt s s e e e n e R s s
Jabatan = =000 1 erecetreeree e sssrsersassssesssasssesssasesansnnmnmnnnannannanas
Pangkat/Golongan/NIP D et eesreessesrieiisesiserenereie e a st st ea s neater e s s s at e pe s e nase

2.Nama = 1 et e s n e
= 1o T 22 1 o O
Pangkat/ Golongan/NIP T

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Putusan Pengadilan Nomor ..................... tanggal ......cccocenneees

2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ......... tanggal ..........ecureeueuneen.

3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ......... tanggal ......cccceuueeuuen.

O

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat

Perintah Penyitaan Nomor ............. , tanggal ............... yaitu berupa : -

- TN
o N
RO DA © e e e e ae et me e m e
Nama = e e e e s s aae e
Tempat/Tgl lahir
Kewarganegaraan :
Agama
Pekerjaan
Alamat :

Dengan disaKsiKam Oleh c
1.Nama = e e e e e s s e e
Alamat :
Jabatan D eetteteesieerresesreseteseseerereseereenteseseteanensatatnenneatatananeanensanan

2.Nama :
Alamat
Jabatan N

Uraian singkat ]alannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagai
berikut :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
.................... pada tanggal ...... bulan .................. tahun 20 ............-=~--—---

Yang menerima Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP. coeerceriiriiiceen et eeae

Saksi-saksi
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24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan
barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada
tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal
dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu
mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2)
dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal ......... Peraturan Daerah ..........cccceecurerunrnenen Nomor .......
Tahun......... tentang......coociciiiiiiiiec e e e
3. Laporan Kejadian Nomor ............ tanggal.......oiinieiiiinnnnnens
4. Hasil Gelar Perkara tanggal .........ccceevveiniiiniinniiecnenee
DIPERINTAHKAN
Kepada 1. Nama :
Pangkat/NIP
Jabatan et eeeereretereerereeeseesesereeseseensaenesaansnsassnsssnnassarnrone
2. Nama D reemereteeeestersistmsesssssereterntastetsesteteesnsernseesnesarare
Pangkat/NIP
Jabatan D eeteteserrescseseerescseseecesessesesteseesietienseretsesesesteananan
Untuk 1. Menghentikan penyldlkan tindak pidana atas nama tersangka :
Nama = = = = 1 e neaes
Tempat/Tanggal lahlr D ereereeeetniei e esse s nsabbasa st s s n s s a s an s eaes
Jenis kelamin D eeteecessrecrsescssesssssrmessiierreasasiseseanannsnsaranes
Kewarganegaraan D eeessescsscsesieeenienieresnaserasasressasessasenseseas
Pekerjaan D eesreersesesesenreeestnrnas s se e s e neeenanne
Alamat 0 I e
Dalam perkara tindak pldana di bidang.......cvueuueuune. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ....... Peraturan Daerah.............................
Nomor ..... Tahun ...... L= 1 =1 o 1 =S
Terhitung mulai tanggal ............ karena .......cvieuinnnnae (tidak cukup
bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada
tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
atau penyidikan dihentikan demi hukum).
2. Memberitahukan  penghentian penyidikan kepada Kepala
Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada
yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
Selesai
Dikeluarkan di : .........uauuuuueeee.
Yang menerima perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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25. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

SURAT KETETAPAN

|\ [0 o' Uo ) o

Tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi,
ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana dibidang................c...o yang
dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan
Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2)
dan ayat (3) KUHAP.
2.Pasal...... Peraturan Daerah ........ccoccrvccccnvccnenenns Nomor ......
Tahun ........ tentang .....coeeiiiiiii e e e e e e aee
Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal .....................
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal ............cccccovcuinnaannneees
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor..... Tanggal ......
Untuk : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :
Nama D ieeeesirseiseseisaesiensieieeesetanstonsesannnneneons
Tempat/Tanggal lahir : ...
Jenis kelamin 1 eeeeesesccseecssececssessreessassssesstnsssasssasasnans
Kewarganegaraan D rrerneeieseescsssseienei et ae e s aae s s e s e ean
Pekerjaan P
Alamat D errerseeeeeerereseessseesssesssessssenstesseassnnsansans
Dalam perkara tindak pidana di bidang..........ccccceeecuun. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah ...........cccc..c....
Nomor ........ Tahun ........ tentang ........ccccceeeeieeiiiieniiniicsesennnnane.
karena ............ (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal

yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi
hukum).*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala
Kepolisian Resort .........ccccoccicavennnnn serta pihak-pihak yang
terkait.

3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan
kepadayang berhak.

4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Selesai
Dikeluarkan di : ....cccccecieeierecrerecenennes
Padatanggal : .....cccoiiiiiiiinnnnnnn.,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor D e Kepada:
Klasifikasi : .....ccoviinnnneen. Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort ............
Lampiran 2. Kepala Kejaksaan Negeri ............
Perihal : Pemberitahuan penghentian di_
Penyidikan
1. Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
b. Pasal.... Peraturan Daerah ........ccc.covuivvcvciircieirncuennns Nomor ..... tahun .......
L7233 122 1 5 ¥ - ST
c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor .............. tanggal.........c........... ;
d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ............ tanggal ....................
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung
mulai tanggal ................. penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ............
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah ........ccccocceciiinneens
Nomor ....... Tahun ......... tentang........ccccviiiiiiiiiiice telah dihentikan
penyidikannya oleh karena .............c.ccc.c.... (tidak cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak
memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian
penyidikan :
a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan:
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27. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor D onererenrseenen, Kepada:
Klasifikasi : ....c.occvvveneennn. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .................
Lampiran : ... Melalui
Perihal : Pengiriman berkas perkara Kepala kepolisian Resort ................
An. Tersangka .................. di_
1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor ............ tanggal ......... atas nama
tersangka :
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......... Peraturan Daerah ........c.cccvcuunuuerencnne. Nomor .......
Tahun ......... L= ¢ 1= ) o 1Y
2. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di...........

3. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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28. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

TANDA - TERIMA
N BERKAS PER

----- Pada hari in,i, ............... tanggal ......... bulan .......... tahun 20.... Pukul .............
telah dilakukan serat terima : __

————— Berkas perkara Nomor ............tanggal ................dengan Surat Pengiriman Berkas
Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ............ tanggal .....ccccooeunenes
dalam ...... (......) rangkap atas nama tersangka :

Nama

Tempat/Tgl lahir
Jenis Kelamin
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan

Alamat

----- Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah .........cccicvciiceiinncncincnneaaas Nomor ........
Tahun ........ LENLANG ..o e T m m =

----- Serah terima dilakukan di kantor. pada hari dan
tanggal tersebut di atas.

Yang menyerahkan Yang menerima
Nama :
Pangkat
Jabatan
Tanda Tangan : ......ccccecevvviiiiinennnnn.
|\ § =R
Disaksikan
1. Nama
Pangkat
Jabatan
Tanda Tangan : ........c.cccccvviiiviiinnnennnns
2.Nama :
Pangkat
Jabatan

Tanda Tangan : .......
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29. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTISIA
Nomor R
Klasifikasi : ....ccoooeeevinnne Kepada:
Lampiran : ... Yth. Kepala kepolisian Resort ................
Perihal : Pelimpahan penyidikan di_

An. Tersangka ..................

1. Dasar:
a. Laporan Kejadian Nomor ............ tanggal........ccccveueennn.
b. Hasil Gelar Perkara tanggal ............... tentang .......covvieeerrninceeren e
2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan
fakta bahwa Tersangka atas NamMa.........comnmimmmm. telah melakukan
tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ........... { Peraturan Perundang-Undanan lain diluar kewenangan PPNS atau

Menyangkut wewenang beberapa PPNS ).

3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses
penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab .... ( ....... ) orang tersangka atas
nama :

Nama

Tempat/Tgl Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan :
Agama

Pekerjaan

Alamat

4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi
Penyidikannya :

5. Demlklan untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan:
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30. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

----- Pada hari ini, tanggal «..... bulan ........... tahun 20.... Pukul ...............
Saya : ....... . Pangkat/Golongan/NIP.........nicncnnneenennennan
Jabatan selaku Penyldlk Pegawal Negeri Sipil pada kantor tersebut dlatas
berdasarKan & -
1. Surat. .......ccceeeeeee.... Nomor ........ tanggal.............. perihal Pehmpahan/ Penyerahan
proses Penyidikan atas nama Tersangka........ccooeevremniccscncrnnnnnnn.
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal.........ccocovuevueen. tentang penanganan Penyidikan dalam
perkara tindak pidana ...........ccoceeveeeaenee. atas nama tersangka.......ccceceivevcinennnnes
Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan
selanjutnya terhadap Tersangka ...........cccccecceeineenennne dalam perkara tindak pidana
di bidang .............cccicieiieneriiniicensesene. S€bagaimana diatur dalam Pasal .........
Kepada : ettt
Nama :
Pangkat / NRP : e e e
Jabatan D et rerereeteseececureceenatnarareeenatetnraeneestosatateonassnontarantasatantuennarran
Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----------

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor .........c....... . Jalan ........... v
dengan cara kedua belah pihak meneliti terleblh dahulu kelengkapan penyerahan
penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi
masing-masing :
1. Nama
Pangkat / Jabatan

Alamat

--------------------------------------------------------------------------------------

2. Nama
Pangkat / Jabatan
Alamat

-------------------------------------------------------------------------------------

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .........ccccceeeueeeee.
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 ...........

Yang menerima Yang menyerahkan
Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil

NIP/NRP.....oveeeeeeereeeeeeeeens NIP o ceeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeceeeeen

Saksi-saksi
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31. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
DAFTAR BARANG BUKTI
Nomor BAPPPD : ...

No. NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN
1.

2.

3.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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32. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

KOP DAERAH

BERITA AC ENOLAK TANDA TANGAN

----- Pada hari ini, ................. tanggal ......... bulan .......... tahun 20..... Pukul ............
Saya : cecmm e eanes ---- Pangkat/Golongan .......c..c.coocceneeene
NIP ... , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor
tersebut diatas berdasarkan :_
1. Laporan Kejadian Nomor .......... Tanggal ........................

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............. Tanggal .......ccovvvuunnnne.

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas :
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan :

Agama

Pekerjaan

Alamat :
diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana ...........ccccccerennn....n.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal...... Peraturan Daerah .......cc.cccccciiiinnnnriveninnnne
Nomor .... Tahun ...... B A= 41 1 ¥ N
Yang terjadi pada hari ...... tanggal ....... Bulan ........ Tahun ...... s | SR
----- Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk

menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan
alasan berikut :___ o eimmmmemmmmemmemeememeemeeemeeeeemcecemaeeae.

----- Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..................
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20..............

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Saksi-Saksi
1. Nama
Pekerjaan
Alamat e ere et s terree eenene
Tanda tangan : ........ccccceviiiiciiiiiieeeveevenne
2.Nama
Pekerajaan
Alamat D e e e e s e
Tanda tangan : .........ccceeiiiiiiinieeniencnene
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33. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH

SURAT PANGGILAN
J\\[e3 s's o ) oS

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri

........................... yang tidak hadir pada hari dan tanggal
pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil
kembali.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205

ayat (2) KUHAP;
2. Pasal ..... Peraturan Daerah ........c.cccccivvvcvccenvennnenne Nomor .....
Tahun...... L=3 0 R = § o ¥ = SO U OO ORIt
3. Laporan Kejadian Nomor ........ tanggal ....................
4. BAPPPD Nomor ................. tanggal .......ccccoeeeeee
E GG

Nama D rrereerresrecre e e saa sea e
Tanggal
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan : ........ccccccovviiiriniinniniccsncnensene
Agama :
Pekerjaan
Alamat Tinggal

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri .....cccccccoeeiiinnninnnnnna , Pada hari ..........
tanggal ............ bulan ............ tahun .......... Pukul................. untuk
didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak
pidana .......cccooveereercccernenenns berdasarkan BAPPPD Nomor ............
tanggal........ccu....... yang belum/tidak saudara/saudari hadir.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
NIP. vttt NIP. e
Tembusan :
1. Pengadilan Negeri .............
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34. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

SU DA PE ORA ENGADUAN
Nomor
----- Pada hariini,............. tanggal. ............. bulan .............tahun 20.... Pukul ...........
SaYaA 1~ = Pangkat/Golongan ..........ceereeeeneennee
NIP...rerinene, , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor

tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki /
perempuan dengan identitas :

Nama
Tempat/Tgl.Lahir
Kewarganegaraan :
Agama

Pekerjaan

Alamat

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sebagaimana dimaksud pada Pasal ...... Peraturan Daerah .......cccooocovvirccvrvnncccinnnne
Nomor ..... Tahun ........ LE=1 6 7= 1 4 = SO
yang telah terjadi pada hari ............ tanggal..... bulan........ tahun....... Pukul............ ,
L | S yang diduga dilakukan oleh ..........cviririnnnns ==mmmee

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Pelapor Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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35. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP

DAERAH

Nomor BAPPPD : ..t reieseisevesnseeeenssensans

No.

MACAM SURAT

BANYAK LEMBAR KETERANGAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.........................................
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36. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH
e —
PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI
Nomor BAPPPD : ...eeeeeeeeeceecereeeveenesnennes
No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET
1.
2.
3.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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37. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
NGKA
NOmMOYr BAPPPD : ..o eeeeeceeceeecreceneeecenanenns

No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET
1.

2.

3.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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38. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH
Nama
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Back UP Penyelidikan Yth. Kepala Kepolisian ..........cceceeueenns
di

L 85« TN
1. Dasar

a. Laporan kejadian Nomor ......... Tanggal ....cccoooeerrinennnnnns

b. Surat Perintah Tugas Nomor ............ Tanggal .........cceeeeeenene

C. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............... Tanggal ......cccceeveeeennns

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan
Polisi Pamong Praja................cccccevvvviiviiniiiiine, akan melakukan penyelidikan
terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama

Tempat/Tgl lahir D et eeeeeeeeecrienrereseere i eetre st aee s eraate an e asetesassenntanann

Jenis Kelamin D e etetecetereaeeteteseeratnneeetecsatatnseaataeresenarenretns aranetananne
Kewarnageraan D et reeereeieeeteeirreieeeiesietaeeiate ettt st et et erantassaasenennans
Agama D ettetertiestrererereeecaecearecaetasnataan enaneeteasnrnaneareneranenan nnn
Pekerjaan D eeeeneeecetesterieirreisaenrestetntttents et rasarnansnetansorananranannsenans
Alamat PN

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau
mengetahui tindak pidana di bidang .......ciriirciriccnieee e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah .

Nomor ...... Tahun ..... L0=0 0 1 - § o 1 = SRR

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat
memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.

4. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH

Nama

Klasifikasi

Lampiran

Perihal : Perimintaan bantuan Kepada

Pemeriksaan Identifikasi Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal
di_

U tifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ...........viinciciniciiiinicnennenes
sebagaimana diatur dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ........cocomeeivccniveccncninnenes
Nomor .... Tahun ...... L= 01 2= ) o 7 = SRS
atas nama tersangka .........cccceccininrinnnennennien.. dengan barang bukti sebagai
berikut :

a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan

o 2N
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas
seseorang atau................ccceeeeeeeee. (uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :
1 15 N
2 e e e (dapat dibuat lampiran)
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian
2) Laporan Kemajuan Penyidikan
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembugkusan, Penyegalan
Barang Bukti;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka

3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan
megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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40. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN

LABORATORIUM
KOP DAERAH
Nama
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Pemeriksaan Laboratorium Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
di_
us. L
1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang .........cc.ccecmnmniincnniiinniceenns
sebagaimana diatur dalam Pasal ....... Peraturan Daerah .............veveeeeeneen.
Nomor ....... Tahun ........ L=J 01 - 1 o = SRS
atas nama tersangka .....ccccccccmmmrrrerennnnineeneeneseeeensenne dengan barang bukti sebagai
berikut :
a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
o TS
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas
seseorang atau (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
a. Bukti pembanding antara lain :

2) e sa s e eare s s (dapat dibuat lampiran)
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian
2) Laporan Kemajuan Penyidikan
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembugkusan, Penyegalan
Barang Bukti;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
c. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan
megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH
Nama
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Penangkapan Yth. Kepala Kepolisian Resort ................
di_
L8 =
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan
Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Pasal ........ Peraturan Daerah ...............cccceeeeeeeoee.. Nomor ... Tahun ........
1 A=) 0 8 = 3 o ¥ OO
c. Laporan Kejadian Nomor ........... Tanggal .......oeeevvveiiiiinnnnn.

2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan
kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum
berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

Nama L eeerrterereeceeeeeaeea et e er et e e e s e s re s e s s e sra s s b s s s st narn R Rt naneen
Tempat/tgllahir : ... e ee e e s e s e e s e e e nn e aeanes

Jenis Kelamin O
Kewarganegaraan .......................................................................................

Agama S O
Pekerjaan = 1 et s s s se s anes

Alamat = 1 e e s e s s s

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan
tindak pidana di bidang .......ccccccoiiiiiceiiiiiccrcceeeeneens sebagaimana dimaksud
dalam pasal ......... Peraturan Daerah .......ccocccceceioiccrannnnces Nomor ..... Tahun .......
L= 6 X - § o SN

3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
a. Surat Perintah Penyidikan
b. Laporan Kejadian

4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,




42. FORMAT BUKU REGISTER

PRO JUSTITIA
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FORMAT BUKU REGISTER

1). FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

LAPORAN PELAPOR
NO. KEJADIAN URAIAN PASALYG | TERSANGKA | KETERANGAN
SINGKAT | DILANGGAR
NO. | TANGGAL | NAMA | LK/PR | UMUR | ALAMAT | KEJADIAN
LK
1 | 2a 2b 3a 3b 3¢ 3d 4 5 6 7
2). FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)
OMOR : MELANGGAR
BERKAS PERKARA DARTAR PUTUSAN HAKIM PASAL masuk | xer
, UNDANG- DAFTAR
BARAN UNDANG RESID!
TGL&NO | TGL&NG | © HUKUMAN vis
TGL NO. DIKRM KPD DIKRM NO. BADAN HUKUM DILEPAS
KESATUA KPD TGL PUTUSA APA, AN DARI SEGALA KEJAHATA BEB
KEPOLISIAN KESATUA N BERAPA DENDA TUNTUTAN/B N AS
KE]A}!‘(SAA (VONIS) LAMA Rp. EBAS
9a | 9b 9¢ 9d 10 i1a | 11b 1ic 11d 11e 12a 12b 13 14
3). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)
No. URAIAN SINGKAT NOMOR LAPORAN KEJADIAN DASAR
URUT | TGL TINDAK PIDANA SPDP | SPPP | IDENTITAS | PENASEHAT | PENYIDIKAN KETERANGAN
DAN PASAL PIDANA
YG TSK HUKUM
DIPERSANGKAKAN
1 2 3 4a 4b 4c 4d 6
4). FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)
NO. DASAR TGL DAN NAMA, SEBAGAI
URUT | TANGGAL | pANGGILAN/ JAM ALAMAT & SAKSI / PPNS | KETERANGAN
PERINTAH MENGHADAP | PEKERJAAN TERSANGKA
MEMBAWA ORANG YG
DIPANGGIL
1 2 3 4 5 6 7 8
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5). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)
DASAR
NO. NO & TANGGAL NAMA & PENGGELEDAHAN
URUT TANGGAL PETUGAS YG TEMPAT/ NO. SRT KETERANGAN
SRT PERMINTAAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN ALAMAT YG NO. LK PENETAPAN IZIN
ZIN PENGGELEDAHAN DIGELEDAH PENGGELEDAHAN
PENGGELEDAHAN
i 3 3a 35 7 5 a &b 7
6). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)
NO. NO & TANGGAL NAMA & Pigcls'léARl\N
IZIN / 1ZIN KHUSUS PERINTA TANDA MELAKSANAKA ALAMAT NO. LK PENETAPAN IZIN T
PENYITAAN H PENERIM N PENYITAAN PENYITAAN
PE]:\;ITA AAN
i 3 a 3b 3 7 5 a b 7
7). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT
PERINTAH TUGAS (B-7
o NOMOR & TANGGAL
: SRT SRT NAMA, PANGKAT, & | KEPERLUAN LAMA
URUT | pepiNTAH PERINTAH NRP BERTUGAs | KETERANGAN
PENYIDIKAN TUGAS
1 Za 2b 3 r 5 3
8). FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8
TANGGAL NAMA, TGL.LAHIR/UMUR,
no. | TANGGA NO. & TGL URAIAN SINGKAT PEKERJAAN, ALAMAT
urUT | BERKAS | |aPORAN PERISTIWA PPNS
KEJADIAN | DAN PASAL YG DILANGGAR | KORBAN/ | TERSANGKA
SAKSI
1 3 3 2 5 3 7

9). FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA
(B-9)

TGL NO. & TGL
NO. NO.&TGL | URAIAN TGL.NAMA | KET
URUT Pﬁggw BP SINGKAT | TERSANGKA | PPNS PEN;‘}'DN;AAN TERANG & T.
paehiciS | NO.&TGL | PERISTIWA P K TANGAN
SRT DAN PASAL Fakdee DINAS
PENYITAAN YG ot INSTANSI YG
DARI PPNS | DILANGGAR KEJAKSAAN | BERWENANG
1 2 3 7 3 3 7 8 9
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10). FORMAT REGISTER BARANG BUKTI !B-IO]
PENER|{MAAN PEITIPA /PENYIMPANA PENGIRIMA
NoO. JENIS NO. & TGL NAMA NAMA TG YG DSR YG KEPAD YG OLE KE
URU & JLH SRT TANDA TERSANG PEMILI L MENERI PENITIPAN/ MENITIPK A MENITIPK TG H T
T BARAN PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN SIAPA AN L SIAP
G AN AN A
BUKTI
1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5
11). FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)
DISERAHKAN
MACAM | PETUGAS TEMPAT KEMBALI KPD | KET
NO. | No. | TGL/JAM/ | DISERAHKAN | & JLH YG PEMYIMPNAN SIAPA
URUT | & TEMPAT KESIAPA | BARANG | MENERIIMA BERASARKAN
TGL | DITEMUKAN TEMUAN TGL BERITA
LK BARANG ACARA
PENYERAHAN
KEMBALI
BARANG
BUKTI
1 7] 3 r 5 3 7 B 5
12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)
PERMINTAAN
NO. NO. & TGL IDENTITAS URAIAN SINGKAT
URU SURAT TERSANGKA / KEJADIAN NO. TGL. SURAT KET
T PERMINTAAN SAKSII
1 2 3 r 5a 56 3
13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN (B-13)
NO. & TGL IDENTITAS
u?{%r SRT PEMBERITAHUAN KORBAN T :'N%&L URA,:Q&%‘,T\,G\,KAT KETERANGAN
1 7) 3 r 5 7
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43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI
PEMERINTAH ......c..ooceiiiies
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Register Barang Bukti NO : ......ccoiviiiiiiiiiiiciiiiicciineneenn,
LK Nomor H PN
BAPPPD Nomor H N
Jenis Barang Bukti
Berat dan atau jumlah D eereeeeeieeseneeieesenneesananeesenannans
Ciri-ciri/sifat khas D ereeereseresrereeresenrnnennnes snananns
Tempat&tanggal penyitaan: ..........cccccvveivineninerninnennnnnen.
Disita dari D oeeeeees

Tempat,tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat




o BT =

44. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK
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TAHUN 2022

EDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Lampiran II : EERATUR%DN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA

2 =

&)

1 = Keterangan:
4 1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan
PPNS;
3. Badge Pemerintah

Daerah; dan
4. Lambang Insansi.

Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan
PPNS.



2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA™ 69 -

Keterangan:

1. Papan Nama;

2. Lencana Kewenangan
PPNS;

3. Badge Pemerintah
Daerah; dan

4. Lambang Insansi.

Keterangan:

1. Papan Nama; dan

2. Lencana Kewenangan
PPNS.

BUP TAWARINGIN [IMUR,



